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ABSTRAK

1lu di Indonesia adalah perwujudan sistem demokrasi. Masyarakat diberi ruang dalam berapresiasi |
menentukan hak politiknya untuk lima tahun agenda perjalanan Negara dan pemilu merupakan |
entum tepat dalam mengimplementsikan kebebasan berpendapat dan berpolitik, sebagai hasil
okrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
ilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilhan umum yang bersifat nasional. terdapat
E‘.apa permasalahan pada KPU dalam pelaksanaan pemilu yang penulis angkat pada skripsi ini antara |
.h tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilthan Umum Kota Padang pada Pemilihan |
Bum Legislatif 2009 dan kendala yuridis dan teknis vang dihadapi cleh Komisi Pemilihan Umum
Padang dalam penyelenggaraan Pemihan Umum, dalam hal ini penulis menggunakan metode
lian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan tujuan penulisan, tujuan danri
o<1 ini adalah unruk dijadikan pedoman oleh KPU dan masyarakat tentang pemilu. dari hasil
linan vang didapat dilapangan menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU diatur dalam pasal 7
znz-undang No 22 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, sedangkan pada prakteknya KPU masih
canatkan kendala-kendala seperti sosialisasi yang kurang yang disebabkan oleh tenaga vang kurang
2dal serta dana yang terbatas. kemudian pada saat permilihan masih banyak calon pemilih yang
& tzhu bagaimana proses pemilu pada saat itu dikarenakan pemilu legislatif 2009 menggunakan
Eode vang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah masih
=2 optimalnya kinerja KPU dikarenakan keterbatasan dana dan tenaga,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilthan umum (pemilu) di Indonesia merupakan perwujudan dari sistem
demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat diberi ruang dalam berapresisi dalam
menentukan hak polittknya untuk lima tahun agenda perjalanan Nepara' Pemilu
merupakan momentum tepat dalam mengimplementsikan kebebasan berpendapat dan
berpolitik, sebagai hasil demokrasi vang dianut oleh Negara Indonesia. Pemilu
mempunyai harapan terhadap partisipasi masyarakat secara aktif sehingga pemilu
dapat memberikan hasil vyaitu terwujudnya masyarakat yang demokratis dan
berkeceualatan makyat, hal i disebut denpan demokrasi dan keaulatan rakyat.
Terlihat bahwa kedaulatan pada sistem pemenntahan di Indonesia dipegang oleh
rakvat, hal imlah yang disebut dengan demokmsi. Maka perwujudan dan kedaulatan
tersebut adalah pemilu. Penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan
fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemilu.

Undang-undang Dasar 1945  menyatakan bahwa pemulihan  umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilhan umum yang bersifat nasional. Hal im

' Dede Rosyada, Dkk, 2003, Demokrast Hak asast Manusia dan Masyarakat Madani el Revis,
ICCE UIN Svaryf Hidavatullah, Takarta, Fllm 22,




dituangkan dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga vang
berbunyi
“Permlihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap. dan mandiri ™
Ketentuan penvelengaraan pemilu bersifat nasional, tetap dan mandin tersebut
ditindak lanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penvelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilthan Umum berbunyr :
Pasal 3
(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
(2) KP U menjalankan tugasnya secara berkesimnambungan.
{3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dan pengaruh pihak mana pun
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenananya ®
Penjelasan mengenat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penvelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU sebagar penyelenggara
pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara
Pemmilu diatur mengenai penvelengeara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh
suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) vang bersifat nasional, tetap, dan mandin
Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tangeung jawab KPU sebagai

penvelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga vyang

* Fahmal, Mum, 2006, Peaan Asas-psas umum pemermiah vang lavak Dalam Mewupudkan
Pemirmitsh Yung Bersih, U] Press, him 33

* Sri Soemarti. Lembaga-lembaga Megara Menunut [ndang-1ndang Dasr 1945, Citra Aditva
Bafn, Hlm 23




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilthan umum dalam pemilu legsilatf 2009
seperti yang terdapat Undang-undang Pemilihan Umum yang menyatakan
merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima,
meneliti dan menetapkan Parai-partai Poliik yang berhak sebagai peserta
Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya
disebut PPl dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari
tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara atau TPS, menetapkan
jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah
pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah
pemilthan untuk DPR, DPRD 1 dan DPRD II, mengumpulkan dan
mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum, memimpin
tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Kendala-kendala yurnidis dan teknis yang
ditemuukna pada sosialisasi pemilu, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu
legislative 2009, Kendala vang ditemui saat sosialisasi Pemilu adalah kendala
bagi pemilih pemula, kendala pada sosialisasi menggunakan media
massa/press, keterbatasan petugas dalam sosialisasi pemilu 2009, kendala
sosialisasi kepada pemulih yang berstatus napi, kendala sosialisas1 kepada

pemilih penyandang cacat, kendala sosialisasi pada lanjut usia, kendala pada
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